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WALIKOTA PALOPO 

PROVINSISULAWESISELATAN 

PERATURAN WALIKOTA PALOPO 

NOMOR 1 6  TAHUN 2 0 1 9  

TENT ANG 

PEMANFAATAN DAN PENGHUNIAN RUMAH KHUSUS 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA PALOPO, 

a. bahwa perumahan dan permukiman merupakan salah satu 
kebutuhan dasar manusia dan merupakan faktor penting 
dalam peningkatan harkat dan martabat manusia, maka 
perlu diciptakan kondisi yang dapat mendorong 
pembangunan perumahan untuk menjaga kelangsungan 
penyediaan perumahan dan permukiman; 

b. bahwa masyarakat, khususnya Masyarakat Berpenghasilan 
Rendah, masih belum mampu tinggal di rumah yang layak, 
sehat, aman, serasi, dan teratur maka fasilitasi 
pembangunan rumah khusus secara menyeluruh dan 
terpadu dengan sistem pemanfaatan barang milik daerah 
dalam bentuk sewa menjadi alternatif untuk pemenuhan 
rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah; 

c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 ayat (2) 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011  tentang Perumahan 
dan Kawasan Permukiman dan Peraturan Menteri Negara 
Perumahan Rakyat Nomor 14/PERMEN/M/2006 tentang 
Penyelenggaraan Perumahan Kawasan Khusus; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan 
Peraturan Walikota Palopo tentang Pemanfaatan dan 
Penghunian Rumah Khusus; 

1 .  Undang-Undang Nomor 1 1  tahun 2002 tentang 
Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di 
Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4186); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 























f. melakukan koordinasi secara teratur melalui forum komunitas terkait 

pengaturan pengelolaan dan perawatan keamanan lingkungan; 

g. memfasilitasi dalam hal pengelolaan dan perawatan reguler untuk 

infrastruktur melalui kerja bakti; 

h. melakukan pengelolaan pengaduan masyarakat di lokasi Rumah 

Khusus dengan menyediakan format khusus pengaduan (maksimum 

tindak lanjut atas pengaduan masyarakat adalah 3 hari kerja); 

i. melakukan penarikan tarif sewa rumah khusus NSD kepada 

Penghuni; 

j .  menyetorkan basil penarikan sewa rumah khusus NSD ke Rekening 

Kas Umum Daerah; 

k. melakukan pencatatan, Pembukuan serta Pengadministrasian; 

1. melaporkan basil pelaksanaan kepada Kepala Dinas. 

(3). Pembentukan UPT atau Unit Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat 

( 1 )  sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan; 

(4). Pengelolaan, Pengawasan dan pengendalian dilaksanakan melalui 

pembinaan, sosialisasi, pelatihan, monitoring dan evaluasi secara 

administrasi dan teknis; 

(5) . Penghuni dapat berperan serta melakukan pengawasan dan pengendalian 

terhadap pengelola rumah khusus; 

(6) . Peran serta penghuni sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan 

dengan menyampaikan laporan dan pengaduan kepada Kepala Dinas 

melalui UPT atau Unit Pengelola; 

(7) . Format Laporan dan Pengaduan sebagaimana dimaksud ayat (6) 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan W alikota ini; 

(8). Kepala Dinas melalui UPT atau Unit Pengelola wajib menindak lanjuti atas 

Laporan atau Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (6); 

(9) . Dalam bal UPT atau Unit Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  

belum terbentuk maka semua kegiatan/aktivitas dilaksanakan oleh tim 

atau pengelola yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota. 

BAB IX 

SANKSI ADMINISTRASI 

Pasal 18 

Penghuni rumah khusus yang tidak memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan 

akan diberikan sanksi sebagai berikut: 

a. apabila penghuni melanggar ketentuan, kewajiban dan/atau larangan, 

maka surat perjanjian sewa akan dibatalkan dan Surat Izin Penghunian 

untuk rumah khusus dicabut secara sepihak oleh Kepala Dinas; 

b. calon penghuni rumah khusus dalam waktu 1 (satu) bulan belum 

menempati huniannya, maka surat perjanjian sewa dibatalkan dan Surat 
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lzin Penghunian dicabut, selanjutnya secara sepihak oleh kepada Dinas; 

c. kelalaian penghuni yang menimbulkan kerugian menjadi tanggung jawab 

penghuni; 

d. apabila penghuni rumah khusus NSD tidak membayar tarif sewa selama 3 

(tiga) bulan berturut-turut maka surat perjanjian sewa akan dibatalkan 

dan surat izin penghunian akan dicabut dan tempat hunian digantikan 

oleh calon penghuni lain sesuai daftar tunggu; dan 

e. penghuni rumah khusus NSD yang melanggar perjanjian sewa dan tidak 

bersedia mengosongkan tempat hunian setelah mendapat peringatan 

sampai 3 (tiga) kali, akan dilakukan pengosongan secara paksa oleh 

pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­ 

undangan. 

BABX 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 19 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palopo. 

Ditetapkan di Palopo 
pada tanggal 24 Juni 2 0 1 9  

WALIKOTA PALOPO, 

. JUDAS AMIR 

angkan di Palopo 
tanggal 24 Juni  2 0 1 9  

KRETARIS DAERAH KOTA PALOPO, 

J UDDIN 
BERITA DAERAH KOTA PALOPO NOMOR 16 

\ 

TAHUN 2 0 1 9  

I  

I  





Lampiran II Peraturan Walikota Palopo 
Nomor: 1 6  TAHUN 2 0 1 9  
Tanggal: 24  J u n i  2 0 1 9  

Contoh Surat Keterangan Bekerja dan Belum Pernah Mendapatkan Bantuan Subsicli Rumah 
dari Pemerintahl 

SURAT KETERANGAN 

BEKERJA DAN BELUM PERNAH MENDAPATKAN BANTUAN 

SUBSIDI RUMAH DARI PEMERINTAH 

Yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan bahwa : 

Na.ma 

Tempat/Tanggal Lahir : . 

NomorKTP 

Ala.mat Rumah 

Pekerjaan 

Na.ma tempat kerja 

Ala.mat tempat kerja 

Adalah benar : 

Bekerja pada kantor/perusahaan seperti tertera di atas dengan status . 

Gaji/honor per Bulan Rp . 

Tinggal di ala.mat di atas dengan status : 

D Mengontrak 

D Menyewa 

D Menumpang di rumah orang lain 

Surat keterangan ini digunakan untuk permohonan menyewa Rusus 
di . 

LURAH 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

1  Diserahkan bersamaan dengan penyerahan formulir pendaftaran 
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